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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

5.1 Bagaimana Pelrtimbangan Hakim dalam melnganalisa pu ltu lsan 

374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst?     

 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Akhirnya mendukung 

gugatan pencemaran udara yang diajukan koalisi Ibu Kota Jakarta Setelah 8 kali 

tertunda, Ketua Hakim Saifuddin Zuhri saat membacakan putusan di Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16 September 2021), mengatakan Pemerintah 

menjadi tergugat dalam kasus tersebut telah melakukan perbuatan hukum dengan 

mellanggar Pasal 32 Tahu ln 2009 telntang Pelrlindulngan Lingku lngan Hidu lp dan 

Pelrlindulngan Lingku lngan Hidulp., selain itu Presidan, Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, Menteri dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Gubernur DKI 

Jakarta menjadi tergugat dalam perkara ini. Selain itu Gubernur Banten dan Jawa 

Barat juga ditetapkan sebagai terdakwa 

5.2 implikasi pultu lsan nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst dalam 

pelngelndalian pelncelmaran uldara keldelpan 

Kelpultulsan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst melmpulnyai implikasi pelnting 

bagi pelngelndalian pelncelmaran uldara di masa delpan, antara lain:  

a) Pelngelndalian Pelncelmaran Uldara : Kelpultulsan ini melneltapkan dan 

melmpulblikasikan statuls kulalitas uldara relgional seltiap tahulnnya. 

b) Stratelgi dan Relncana Aksi Pelngelndalian Pelncelmaran Uldara: Kelpultulsan 

ulntu lk melngelmbangkan dan mellaksanakan, delngan partisipasi 

masyarakat, stratelgi dan relncana aksi pelngelndalian polulsi uldara yang 

melmpelrhitulngkan distribulsi elmisi dari sulmbelr polulsi. 

c) Invelntarisasi Kulalitas Uldara:  Kelpultulsan ulntulk melnyelbarkan informasi 

pelmantaulan dan melnjatulhkan sanksi telrkait pelngelndalian polulsi uldara 

olelh pelmelrintah daelrah. 
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B. Saran 

Saran dari Putusan 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst untuk masyarakat, mahasiswa, 

dan pemerintah adalah sebagai berikut: 

Masyarakat: 

Mengetahui dan memahami Putusan: Mengetahui dan memahami isi putusan untuk 

memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. 

Menjadi Bagian dari Pengawasan: Menjadi bagian dari pengawasan terhadap 

ketaatan setiap orang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

pengendalian pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup. 

Mahasiswa: 

Mengetahui dan memahami Putusan: Mengetahui dan memahami isi putusan untuk 

memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. 

Menjadi Bagian dari Pengawasan: Menjadi bagian dari pengawasan terhadap 

ketaatan setiap orang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

pengendalian pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup. 

Pemerintah: 

Menetapkan Baku Mutu Udara Ambien: Menetapkan baku mutu udara ambien 

daerah yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan 

ekosistem, serta kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Melakukan Inventarisasi dan Pengawasan: Melakukan inventarisasi terhadap mutu 

udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis, 

serta tata guna tanah dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber 

pencemar yang melibatkan partisipasi publik. 

Menetapkan Status Mutu Udara Ambien: Menetapkan status mutu udara ambien 

daerah setiap tahunnya dan mengumumkannya kepada masyarakat. 
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